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YOGYA, TRIBUN - Kepala Dinas
Sosial Tenaga Herja dan Trans-
migrasi Kota Yogyakarta, Hadi
Muchtar akan menerima peng-
aduan oarl pengusaha yang
keberatan dengan penetapan
Upah Minimum Kota (UMK) 2016
Hota Yogyakarta. Sebelumnya,
UMK 2016 ditetapkan Gubernur
DY sebesar Rp 1.452.400, Senin
{2/11) lalu.

"Kami sudah sosialisasi ke-
pada perusahaan perusahaan
mengenal hasil wetapan terbaru
Ini, dan mengimbau perusahaan
membual perencanaan matang
selama lima tahun ke depan,”

ujarnya, Selasa (3/11)

Hadi menyebut, pihaknya
telah melakukan sosialisasi
Kepada pengusaha pengusaha di
Hata Yogyakarta, terkait pengtap-
an upah pekerja yang baru. Saat
ini, pihaknya belum menerima
keluhan dari pihak pengusana
mengenai tetapan UMK yang
baru jni,

la menuturkan, UMK 2016
resmi naik sebesar 11,5% meng-
ikuti tingkat inflasi dan pertum-
bahan ekonomisesual Peraturan
Pamerintah tentang Pengupahan,
Henaikan UMK 2016 dari UMK
2015 Rp 1.302.500 naik tahun

depan sebesar Rp 1.452.400,

Hadi melanjutkan, jurmilah inl
lebin tinggi dibandingkan hasil
analisis regresi dari survai
Kebutuhan Hidup Layak {KHL)
selama 10 bulan di 2015 oleh
Dewan Pengupahan. “Hasi surveai
KHL malah hanya Rp 1.410.000
yang dirumuskan Dewan Peng-
upahan kemarin. UMK lebih tinggl
kan jadinya,” tuturnya.

Struktur skala pengupahan
pur, akan. dibgntuk untuk mem-
pagl bapl dan-mengategorikan
upah berdasarkan -masa kerja,
golongan, uniuk menghitung upah
minimum yang diberikan, sem

. Hadi Siap Terima Aduan Pengusaha

bari menunggu Keputusan Men-
teri medalui petunjuk teknis
{Juknis)yang mengatur lebih jauh
mengenal upeh pekerja.

Sementara itu Asisten Sekda
Bidang Perekongmian dan Pem
bangunan DIY, Didik Purwadi
mengatakan. sebeanarnya pe-
merintah tidak semestinyg me-
nentukan besaran UMK para
burvh. Sebab tlap perusahaan
berbeda pendapatannya.

Menurutnya, SKkema pengu-
panan pemearintah seharusnya
hanya memnjadi 1glok ukur pe-
nentuan upah, bukan untuk di-
terapkan. (rfic/mrf)
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